BABYV

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan analisis hukum yang telah diuraikan di atas, penulis

memberikan pendapat hukum, antara lain, adalah sebagai berikut:

1.

EatFusion Co., Ltd. dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum
perdata atas tumpang tindih wilayah usaha yang merugikan Wena
Saputra melalui jalur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal
1365 KUHPerdata. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya seluruh syarat
gugatan ganti rugi melalui jalur perbuatan melawan hukum secara
kumulatif, yaitu adanya perbuatan melawan hukum berupa penetapan
wilayah usaha yang tumpang tindih dan pengoperasian RicePop App
tanpa pengaturan hak teritorial digital yang bertentangan dengan Pasal
9 ayat (2) PP Waralaba, adanya kesalahan yang terkonfirmasi dari
pengetahuan EatFusion Co., Ltd. atas isi kedua Perjanjian Waralaba
serta pengakuannya melalui surat elektronik tanggal 11 April 2025,
adanya kerugian materiel berupa penurunan omzet Wena Saputra
sebesar 47%, serta adanya hubungan kausal yang langsung antara
penetapan wilayah usaha yang tumpang tindih oleh EatFusion Co., Ltd.
dan kerugian yang dialami oleh Wena Saputra.

EatFusion Co., Ltd. tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum
perdata atas dasar tidak dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang

dalam surat elektronik tanggal 11 April 2025 melalui jalur wanprestasi.
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Hal ini disebabkan kesepakatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan
sebagai dokumen perjanjian perubahan yang mengikat. Secara faktual,
surat elektronik tersebut tidak memuat anatomi kontrak yang lazim
sehingga tidak mencerminkan suatu dokumen hukum yang
dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan formal perubahan
perjanjian. Secara yuridis, kesepakatan tersebut tidak memenuhi syarat
formal yang disepakati sendiri oleh para pihak dalam Perjanjian
Waralaba, yaitu bahwa setiap perubahan harus dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh para pihak sebagaimana ditetapkan dalam No Oral
Modification Clause yang termuat dalam Perjanjian Waralaba. Meski
ketiadaan unsur-unsur tersebut bukan merupakan syarat sah perjanjian
menurut Pasal 1320 KUHPerdata, keadaan tersebut merupakan indikasi
bahwa para pihak tidak bermaksud menjadikan surat elektronik tersebut

sebagai amendemen terhadap Perjanjian Waralaba.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis serta pendapat hukum yang telah diuraikan,

rekomendasi hukum yang dapat penulis berikan pada legal memorandum

ini, antara lain, adalah sebagai berikut:

1.

Wena Saputra dapat menyampaikan somasi resmi kepada EatFusion
Co., Ltd. sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur hukum lebih
lanjut. Somasi tersebut hendaknya memuat secara tegas tuntutan agar
EatFusion Co., Ltd. segera mengambil langkah konkret untuk

menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak teritorial Wena Saputra
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selaku Penerima Waralaba pertama, disertai batas waktu yang jelas serta
pernyataan bahwa apabila EatFusion Co., Ltd. tidak memberikan
tanggapan dalam batas waktu yang ditentukan, Wena Saputra akan
menempuh jalur hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

. Wena Saputra disarankan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu
apabila somasi tersebut tidak ditanggapi atau tidak ditindaklanjuti dalam
batas waktu yang telah ditetapkan. Mediasi memberikan kesempatan
bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dengan
bantuan mediator yang netral, sebelum membawa permasalahan ke jalur
litigasi yang lebih panjang dan memakan biaya lebih besar.

. Wena Saputra dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepada Pengadilan Negeri yang
berwenang apabila upaya mediasi tidak berhasil atau EatFusion Co.,
Ltd. menolak untuk berpartisipasi dalam mediasi.

. Apabila mediasi berhasil dan para pihak mencapai kesepakatan untuk
menyelesaikan permasalahan secara damai, para pihak dapat melakukan
perubahan terhadap Perjanjian Waralaba. Perubahan tersebut pun
sebaiknya segera dituangkan dalam amendemen tertulis yang
ditandatangani oleh para pihak dan ditindaklanjuti dengan perubahan
STPW melalui sistem OSS sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 18 PP
Waralaba sehingga kesepakatan yang dicapai memiliki kekuatan

mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
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5. EatFusion Co., Ltd. harus memahami dan menyadari kewajiban yang
dibebankan kepadanya berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP Waralaba.
Penunjukan penerima waralaba baru pada dasarnya merupakan hak
pemberi waralaba sebagaimana diakui dalam Pasal 9 ayat (1) PP
Waralaba. Pelaksanaan hak tersebut, akan tetapi, tidak dapat dilepaskan
dari kewajiban yang menyertainya, yaitu bahwa setiap kali pemberi
waralaba menunjuk lebih dari satu penerima waralaba, pemberi
waralaba harus menetapkan pembagian wilayah berusaha secara jelas.
EatFusion Co., Ltd. untuk itu ke depannya perlu memastikan bahwa
penetapan wilayah usaha dalam setiap Perjanjian Waralaba yang akan
ditandatangani telah memenuhi standar kejelasan sebagaimana
disyaratkan oleh Pasal 9 ayat (2) PP Waralaba, yaitu dengan
mencantumkan batas-batas wilayah yang terukur dan tidak ambigu,
misalnya dengan melampirkan koordinat geografis, delineasi wilayah
yang terukur, atau peta wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari perjanjian.

6. EatFusion Co., Ltd. sebaiknya merumuskan klausul yang secara
eksplisit mengatur pembagian hak teritorial digital dalam setiap
Perjanjian Waralaba, termasuk pengaturan mengenai platform
pemesanan daring, sehingga hak eksklusif wilayah penerima waralaba
berlaku secara fisik sekaligus secara digital.

7. EatFusion Co., Ltd. sebaiknya menetapkan mekanisme pemberitahuan

kepada penerima waralaba yang sudah ada sebelum menandatangani
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Perjanjian Waralaba baru dengan penerima waralaba lain di wilayah
yang berdekatan, sebagai bentuk penghormatan terhadap asas kepatutan
dalam hubungan waralaba.

. Perjanjian waralaba dapat memuat klausul mengenai mekanisme bagi
hasil pendapatan platform digital secara proporsional. Mengingat
pendapatan dari platform digital tidak selalu dapat diatribusikan secara
eksklusif kepada satu gerai tertentu, klausul ini mengatur bahwa
sebagian pendapatan yang diperoleh melalui platform pemesanan daring
dibagi secara proporsional kepada seluruh penerima waralaba
berdasarkan formula yang disepakati, misalnya berdasarkan kontribusi
masing-masing gerai terhadap total penjualan dalam suatu periode
tertentu. Mekanisme ini lebih adil dan realistis dibandingkan
mempertahankan eksklusivitas wilayah secara kaku yang sudah tidak
relevan dengan perilaku konsumen modern.

. Perjanjian waralaba dapat memuat klausul mengenai hak prioritas
penerima waralaba pertama. Klausul ini mengatur bahwa apabila
pemberi waralaba bermaksud menunjuk penerima waralaba baru di
wilayah yang berdekatan dengan penerima waralaba yang sudah ada,
penerima waralaba yang sudah ada berhak mendapatkan penawaran
terlebih dahulu untuk memperluas kapasitas gerainya atau membuka
gerai tambahan sebelum hak tersebut ditawarkan kepada pihak lain.
Ketika EatFusion Co., Ltd. membutuhkan penerima waralaba baru

untuk memenuhi target setorannya, Wena Saputra dengan demikian
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mendapat kesempatan pertama untuk memanfaatkan peluang ekspansi
tersebut, bukan justru tersaingi oleh pihak baru.

Perjanjian waralaba disarankan memuat mekanisme evaluasi berkala
atas ketentuan wilayah usaha dan sistem pembagian pendapatan digital,
misalnya setiap dua tahun sekali, guna memastikan bahwa ketentuan-
ketentuan tersebut tetap relevan dan adil seiring perkembangan
teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Mekanisme evaluasi ini
memberikan forum bagi para pihak untuk menyesuaikan perjanjian
dengan kondisi bisnis yang berkembang secara teratur tanpa harus
menunggu timbulnya sengketa.

Mengingat perkembangan perdagangan di era digital yang
menyebabkan eksklusivitas wilayah secara geografis tidak lagi cukup
untuk melindungi kepentingan penerima waralaba, perjanjian waralaba
semestinya memuat klausul mengenai mekanisme program promosi
bergilir yang dirancang dan disepakati bersama oleh seluruh penerima
waralaba dalam koordinasi dengan pemberi waralaba. Mekanisme
tersebut mengatur bahwa program-program menarik seperti diskon atau
penawaran khusus tidak ditentukan secara sepihak oleh masing-masing
penerima waralaba, melainkan diterapkan secara bergantian antar
penerima waralaba dalam periode yang telah ditetapkan bersama,
sehingga setiap penerima waralaba mendapat kesempatan yang setara
untuk menarik konsumen. Perjanjian waralaba juga perlu secara tegas

melarang penerima waralaba memberikan diskon atau promosi secara
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sepihak tanpa koordinasi dengan penerima waralaba lain dan
persetujuan pemberi waralaba, kecuali dalam batas yang telah disepakati
bersama, guna mencegah persaingan yang tidak sehat antar sesama
penerima waralaba merek yang sama dan memastikan kepentingan

Wena Saputra selaku penerima waralaba pertama tetap terlindungi.
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